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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMSANG
NOMOR 16 TAp,UN 200~
TAMBAHAN  LEM8ARAI[ DAER--: ~OMOR ©

PEF.{~-TURAN r,r~-ERAH KASUPA";E{ REMBAYG

~OMO~ 16 T~HUN ~00!

DENGAN AAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

8 UP ~ T I R S - B A NG

z. uzhtla da. 3, rano-ca <l ~<a tv.a,-
~en~elen;;ara2~ ~~merinl——an ~an
=~tit)2:3-"""~n  Cl. :ucsa serta dale.,
Pend2~&t2n Desa secar~ iecin
~rcta}Z g,)~0 dan :)sri~-si. | gunct,
~aka Db~rdasarka~ P~sal 57 Kepu-
tus an ilen~eri  Oalamn Neger-i romor
64 Tahun 1999 ien~a~g Pedoman
Umum  Pengaturan Mengenai Desa
P2rlu me noa tur Sum be r-sumber

Pendapatan Desa;
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bahwa untuk maksud terse but

per lu diatur dan ditetapkan
dengan Perat~r;n Daerah.

Undang-u~dang Nomor 13 Tahun 195
Ten tang Pembentukan Daer2h-
caerah Kabup2.ten ~alam Ling-
kungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nornor 22 tahun
1999 te~tang PemerintZhan Daera~
( Lsmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomar 60,
Tambahari embaran Negara  Nomor
3839 ):

Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuan-

gan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lernr-a ran Negara republik
Indonesia Tahun 1999 Hornor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
ten tang Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan bentuk
Rancangan Undang-undang. Rancan-
gan  Peraturan Pemsrintah dan

Rancangan Keputusan Presiden;
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5. Keputusan Menteri Dalam Hege ri
Nomor 63 Tahun 1999 ten tang
Petunjuk Pelaksan=~n dan Penye-
suaian Peristilah~~ Dalam penye-
lenggz.-22n  Pcmsl-ir;.2.han Desa dar,
felurche.i;

6. Keputusé&n Menteri Dal~m Nig~ri

Noraor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa

Dengar. persetujuan

G\t~ PERin~I~2L A~ RAKYA; DAERAH KABUPATEN R~M8ANG

Menetapkan

MEMUTUSTZ KAN

PERATURAN DAERAH ‘KABUPATEN  REMBANG
TEN.TAtG ~ ~UMBER. PENDAPATAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
P~sal 1

D&lam PerZ.tu, an O.s.erah il yar.g

dimaksud denQan

a. Daerah adalah Kabupa~en Remba~g;

b. Bupati adalah Bupati Rembang;

c. Ca~at adalah Camat di Kabupaten
Remba nq ;

d. Kepala Desa adalah Kepala Pemer-
intah Desa;
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Desa adalah Kesatuan rnasyarakat hukum  yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan
men~urus kepenti~g~n masyaralkkat seterncat
bardasarkan asal-usu~ can  adat istia~at

~2n 8232n Perwakil~n Desa;

Pe~sril~ah Desa adalah Kep2la Desa dan
P2rangk~t Desa;

Jaoan Fe~~ak-~lan Cesa ya~g salanj~t~ya diss-
but 2:e, c.a2l2h 52d2n :2-:aki ~an ye~~ tsrciri
atas ~8~~ka-ps~L1~2 masyarakat yS~~ ada di
De~a vyang bs~fu~rgsi me~gayomi ada~ istiadat,

f=rotle-t M3 wmstuic( 223" me nam o iz me;',/ 2--
luf,~;, ~ulras  me:syc.ara,at s=r~ —elak_Kk2.:;
penga~~saG terhacap ~s~yelanggaré&2n Pemsrin-
tahan Des?;

Peraturar, Desa adalah Per-aturari - yang tel ah
dit~t&pkan oleh Kepals ~esa setelah ~endapat
pers3~uju2n  Sadan Perwakilan Desa;

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang
diteta~~an oleh Kepala Desa untuk ~elaksana-

kan Peraturan Desa;
Su~ber Pendapatan Cesa adalah sbmua sumb9r

w&lsririaar, Desa oaik cerupa .:encapa tan Asli
Desa, bartuan dari Pemerintah, Pemerintah
Propirisi, lemeri ntah KXabupa ten da;-i sumbarigari
Pihak Ket~sa raupun pinjaman Oesa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran vyang
terdiri atas bagian penerimaan dan  bagian
pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh

kepala desa dengan Peraturan Desa;
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Pi nj ama n Desa adalah semua :rngiatan/transaksi
yang mengakibatkan Desa menerima dari pihak
lain sejumlah uang atau sesuatu yang dapat

~ini.ai da~gan uang sehinlga desa tersebu~
betKeviaj:.::in unt uk memba yer  kslbali ber upa
uzng sesuai Qerja-jiai;

Ke~avyaa~ Desa adal2h se~alz kekayaan | ase:

Ceesa ya,0 bs,uol. bareno bergerak maupun ti cak.
be rger2.k dan daoat flenj CICi sumbe, penghasi lan
bagi desa yano 'bersarickuta n;

Pihak Ketiga adalah Pihak swasta atau instan-

si labn di luar Pame, intah Desa, P~~erintah.
Peme~intah Propinsi dan Pewerintah Kabupaten;

pe:tugasan dari
Daerah ke ~esa u~tuk m~laks~nakan tugZs
tiss~smig <207 i [ R . r_..  d<n
Di"3.82.r2r2. serta S:Jizb~r daya mar.us ia der~gc.r:
kel.aj i ban melaporkan oeLaks anaannya dan
memoe rt a:lggungj awabkannya kepada yang
menugaska~-

SUMBER  PENDAPATAN  DESA

S,Jribst  P2nd2patan Desa terdiri atas
a. penda~atan Asli Desga;

b bantu~ dari Pemerintah Kabupaten;

~-  ban:ua~ ~ari Peme.rintah dan Pemerin~ah
Prooinsi:

d. sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak
mengikat;

e ~injaman Desa.
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(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a terdiri dari

hasil usaha Desa;

hasil kekayaan Desa;

oungu~an Desa;

hasil Swadaya dan partisipasi;

hasi 1 goco-c, rcyor; CaD

lai~-lain Pendapa~an Asli Desa vyang sah,

H*® a0 o

(~) 8-ntt..c.t Cer .i Pcrr,eriri~a.h Kabup-~ten seC;~;.2.i-
man2 dimaksud ayat (1) huruf Db terdiri dari:
a. bagian da~i cerolehan pajak dan Ratribusi

Daerah;
b. bagian dari cana pe rimbanoan keué&., ;i
Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Psmerin~ah Kab~paten;

(4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah
Propinsi sebagaimana-~imak~ud ayat (1) huruf
¢ adalah bantuan yang diterima dari Pemer-
intah dan PO9msri~tah Propinsi dalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas Pembantuan yang
diserahkan pada Pemerintah Desa.

BAS TIII

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER  PENDAPATAN DESA

Pasal 3
Pengurusan dan pengelolaan sumber Pendapatan

Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya
menjadi Pendapatan Desa yang dikelola melalui
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APBD dan digunav.an sepenuhnya untuk penyeleng-
garaan  Pemerintah?2n, Pernbangunan dan  kemasyara-

katan di Des2.
BAB IV

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu
Pengembangan  Sumber Pendapatan Desa

Pasal 4
PemEirir, .21
C..Jlkungari ~eme rintah, Peme ri ntah Pro,. nsi dan

~emerintah Kabupaten.

3agi.2n  Kadua
~engelcl~a~ ~a~ Pangawasan sum~sr Pendapatan Desa

Pas31 5
.- Pen;~i_ :r;~i :isr-hadap sumbe r perdc.tsm De::<.
se.t.fi=~, - ciraj..U: P2.sal L Ci.:- Pc.SEl
Cile'<..t~. O::.e.-, Pclietintc.h Des-a :-.au 8cd2r

yarg di ~-nj Lk dengan beroecoman pada APBD.

(?) Penga~asan terhad~p pengelolaan Sumbe~
Pencapatan Desa dilakukan oleh Bupati atau
Pejabat lain vyang ditunjuk dan BPD.
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BAB V
JENIS-JENIS KEKAYAAN DESA
Pasal 6

Jen:i.s-jenis I<gkayc.:.;n  Deso terdiri dari

a. tanah kzs Deso

b. pasa: Desg;

C. bangunan milik Desa;

d. pemandian umum yang dikelola Desa;

e. obyek rakr3asi vyang dik~lola Desaga;
tempat pemancingan yang dikelala Desa;

g. hutan Desa;

h. jalan Desa;

1. lain-lain kekayaan vyang dimiliki Desa.

BAB VI

PENGATURf'\N MENGE[-IAI PUNGUTAN DESA, SWADAYA,
PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG

Bagian Kesatu
Pungutan Desa

Pasal 7

(1) Segala pungutan baik berupa uang, benda dan
atau barang vyang sifatnya membebani masyara-

kat vyang dilakukan Olel Pemerintah Desa
harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Jenis-jenis Pungutan Oesa antara lain
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a pungutan yang berasal dari iuran sesuai
dengan mata pencaharian masyarakat Dasa
berdasarkan ke~ampuan ekonomi;

b. pungutan yvang berasal dari ongkos cetak
surat-surat kete~angan dan administrasi;
pu~gutaG y~~g berasal dari perusahaan
yang be~ada di Desa sesual dengan klasi-
fikasi;

d.  pungutan vang berasal dari transaksi
~er~lihan hak vyang Dbelum dipungut oleh
Psmerintabh, Pemerintah Propinsi dan atau
Pemarintah Kabupaten sesuai Peraturan
Pe~undang-Llndangan yang berlaku;

e. pungutan-pu~gutan lain yang ditetapkan

lebih  lanjut oleh Bupati;

(3)  Selain jenis-jenis pungutan sebaaaimana
dimaksud ayat (2) dapat dilakukan pungutan
Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang
bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala

Desa atas Persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Swadaya

Pasal 8

Yang dimaksud Slwadaya adalah pe ndaocatan Desa

vang diperoleh dari kemampuan suatu kelompok
masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sen-
diri untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek
maupun jangka panjang yang dirasakan dalam

masyarakat.



136

Bagian Ketiga
Partisipasi dan Gotong Royong

Pasal 9

Pe~dapatan Desa vyang diperoleh dari hasil parti-

sipasi masyarakat dan gotong royong adalah
f~mbangan tenaga warga Oesa dalam bantuk
~erjasama tim~- ~ill~ Y ~-rsifat ~ukarela
chnelar. oe~eri n .- .
yerig bersifat ir.s.d—~.-i. r,2L;~"t b: 1. - o~
~;la~ ~ang~a menin~katkan kerja sama !l s="rL
8~8 VI!I
P:. :GELOL A;N, PEt~G!'iOP.~,,' ER'JLE.;"\i~, PENG::;~8ANGt:N.

STATUS HUKUM, DAN AOMINISTRASI KEKAYAP.N DESA

Bagian Kesatu
Pen~elolaan

P2.S-31 10
i, Pengelolaan keuangan Desa
Pe~8~:~tah Desa can hasi-~r.ya

Pe,dc..patan Desa dan ditetapkan mel~lui APBD.

~2) Hasil pengelclasn keuangan Des a wajib
c:~Gtor ke Kas Desa.

8agian Kedua
Pengadaan/Perolehan
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Pasal 11

Pengadaan kekayaan Desa dapat Dberasal d2ri
2. m2men faat kan tl.;,2.h Ne92 ra atau bekas tan.2:-.

~~ adat melalul pcrrachonan  ~~k
~:Tb~~- ian:

C. jem~~;:tun Jc~gur21 r.ilik resa miss~ oasc:
C~sa, Pern2.ndian Urlit.m dan lain-lain;

0. psmberian atau ban~uan dari Pemerintah ciaG
Pemerintah Propinsi;

e. ~smbarian atau ~antuan dari Pemerintah KabG-
p2ten;
wel'ter~ an at.2.. surnbancan , . bah, wakaf cari
~asyarakat baik berupa bar2ng bergerak dr,

2~811 baranc tidak oerqerak ;
g, cara-c~ra lain yanQ sah

8agian Ketiga
Pengernbangan

oasal 12

llemerintah Oesa dengan perset.ujuan BPD dapat
melakukan Pengembangan terhadap kekayaan Desa
~elalui APBD atau kerjasama dengan pihak lain.

Bagian  Keempat
Status Hukum

Pasal 13
Segala sumber kekayaan Desa sebagaimana dimaksud

Pasal 6, status hukumnya menjadi milik Pemerin-
tah Oesa.
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Bagian Kelima
Administrasi Kekayaan Oesa

Pasal 14
, I niszrasi kekeyaan Desa di | akuxan cencar.
~claku~an pendat2an Administrasi cleh Pemer ritah
Des~ oan dicatat melalui Daftar Inventar sasi

PENGATURO~ PELIMPA~AN ~1AU P~~~LI~PN
FUNG~I ~ KEKnY~~N DESA

Pasal 15
(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaks ud Pasal 6
dilarang untuk di Li mpahkan  ~E:..: dialihkan
- -ida pi rial:  ~c. , tecu:u: i e =k
-~ ... ingan pre; ,: -p,O'.;'ek iz - - ~lau
k~~entinf£a~ umut  Oar tida~ MC- _~i 1.
i~~ah Desa d~~ ~::etap~an
)esa,
CIIEN menjarnir, tioak meruf£:,.ar~ Fs-.srir.tah
profes pelimpahan a:~u pengalih~n
l.-.=.-aar. De~t. <~p2:ja pihak :;:.¢ har vs ciaoa-:
e p~naksiran dan peneta~3~ oleh Panitia

-.J<at Desa y=ng flIGn9i kut sertakan BPS.
BAB IX

PENGAWASPN KEKAYAAN DESA
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Pasal 16
Pengawasan terhadap kekayaan Desa sebagairnana
~iMaksud Pasal 6 dilakukan oleh  Bupati atau

Pejabatyang di taunjuk dan BPD.
BAB X

PEMBERDAYAAN POTENSI ~ DESA DALAM MEN!NGKATKAN
PENDAPATAN DESA

Pasal 17
remberdayaan pot.ensi Dasa dalam me~ingkatkan
pendapatan Desa dilakukan dengan mendirikan
Badan  U5aha Milik Desa. melakukan  pinjaman dan

kerjasama dengan pih~k lain.
BAB X

KETENTUP.N PERALIHAN

Pasal 18
Sumber pendapatan Desa berupa tanah kas Desa
atau sejenisnya vang sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah merupakan sumber atau sebagai penghasilan
langsung bagi ~epala Desa dan Perangkat Desa,
ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa y~ng
pengalolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
melalui APG6D.
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BAB XI

K[TENTUAN PENUTUP "

Pasal 19
Dengan berlLak urry a Peratu,, L-ae;-.an ini, rnska
semua ketenLu;- wangan dengan Pera:-
cran Oaerat- i:.. jun_.~:~. sn tidak berlaku lagi.

Pasal 20
Hal—hal yan~ belum diatur daJa- o~~a~~ 2~ :~~-ah
i akan dia; - +%)ih L-=trj : -je~ 2 SNt
jang rnengen~i - i-si-,@annya.

Pasal 21

uiundangkai,.

~~ar setiap 0r2~g aapa~ mengctahu:.nya, ~e~erin-
t.."hl,an pengund2.ng2n Pera 'wswan Daerah 1n; dengl.m
i er:0l #2 Grya C....c;». ~si bar.cr

7.2emt>a;.g.
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Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 OktohPr 2001

BU PAT I P ~MB AN G

DARSONDPO

Diundangkan di Rem  bang

pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMZB8ANG

H  NOE RANT 0.s~MM

Pembina Utama Madya
~IP. S00 0ao 991

LEMSAR~N DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 16
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REME~NG
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

UMUM

D~Lam ran9%a 1~e0i ngka tkan penye 1engga r-
aan pemerintahan dan  pembangunzn di Desa
dibutuhkar pembiayaan yang tidak sedikit,
Untuk it~ maka sumber-sumber pendapatan Desa
harus dikelola secara berdaya guna dan
berhasi! gu~a. agar Desa mampu mengatur serta
mengurus kepentingan masyarakatnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (1)
K2putusicln Menteri  oalam Negeri Nomor 64 Tahun

1799 ten tang Pedoman Umum Pengaturan
Mel'!gena.i Desa, oisebutkan bahwa penga turan
surnber p2ndapatan Desa ditetapkan dengan
Per~turan Daerah Kabupaten.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
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. +sal 2
Cukup
[:ell 3
Cukup jelas
".;Sal 4
Cukup
sl b
Cukup jelas
ra;2. 1 6
I'ukup j elas
L= 7
syat (D)
Cukup jeii~as
LJEN ()
Cukup
(Y 5 (3)
Yang dimaksud
adalah seperti
Pasal 8
Cukup jelas
Pcs..d 9
Cukup
Pasal 10
Cukup Jjelas
Pas.31 "
cukuo
Pasal 12
Cukup jelas
Pcs2.1 13
Cukup jelas
Pasal 14

jslas

jelas

jelc.s

jelas

jelas

jelas

bencana

bc,sifat

alam,

mendesak
kematian
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Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelimpahan dan pengalihan kekayaaan

Desa dengan ketentuan

a. harus memberikan ganti tanah yang
senilai  dengan tanah vyang dilepas-
kam:

b. apabila penggantian dengan uang,
maka harus dapat digunakan untuk
membsli  tanah lain vyang senilai.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18

a. Ke~ala Dasa yang sudah mendapa tkan
bengkok sebagai penghasilan tetap
sesuai dengan Surat Keputusan Bupati
be, laku sampai berakhir ~asa Jaba-
tannya;

b. Perangkat Desa vyang sudah mendapatkan
bengkot| sebagai penghasilan tetap
sesuai de:ngan  Surat Keputusan Bupati
akan ditata kembali sesuai dengan
Ketentuan Pasal 18, setelah 3 (tiga)
tahun ditetapkannya Pera turan Dae rah

ini;
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~ 83gi Perangkat Des~ dan Ke~ala Deso
y~ng diangkat pada tahun 2002 a~a~
oel1~1,.; Peraturar, ~as;;h ini.
P:lsal 19
Cul,up jslis
P2.sal 20
Cuk uo jel o
Pas al 21
Cukup jelos
Pasal 22
Cukup Jjelas
P.lsal 23

Cukup jelas

T Ar18AHAN ~ s A~I[R.,- ~.c:e.u:;:. TEN =R Sl
NOMOR 9



